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abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Dan Memahami Perlindungan Hukum 
Terhadap Pencipta Atas Tindakan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di Snackvideo. 
Para Pelaku Tersebut Tidak Mempunyai Hak Menayangkan Cuplikan Film Tanpa Izin. 
Hal Ini Tentunya Melanggar Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta. Tidak Hanya Pelaku, 
Namun Aplikasi (Snackvideo) Juga Semestinya Turut Melakukan Pengawasan Konten 
Yang Akan Diunggah Oleh Para Pengguna Aplikasi, Dan Pihak Snackvideo Seharusnya 
Tidak Membiarkan Begitu Saja Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin. Penyusunan 
Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Normatif, Dengan Pendekatan Perundang-
Undangan (Statue Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 
Bentuk Perlindungan Dan Upaya Hukum Kepada Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Atas 
Tindakan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Ini Yakni Berupa Perlindungan Hukum 
Secara Preventif Dan Represif. Kemudian, Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Yakni Bisa 
Melalui Somasi Yang Kemudian Jika Somasi Tidak Jika Somasi Tidak Menghasilkan Solusi 
Yang Memuaskan Atau Jika Tuntutan Pencipta Karya Seni Film Tidak Dipenuhi, Somasi 
Tersebut Dapat Menjadi Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Pihak Yang 
Terlibat.

kata kunci: Hak cipta, Penayangan, cuplikan, Film, Snack video.

abstract

the Purpose of the study is to find out and understand the Legal Protection of creators 
for showing film trailers Without Permission on snack video. these actors Do not have 
the right to show film footage Without Permission. this of course violates the moral 
and economic rights of the creator. not only the Perpetrators, But the application (snack 
video) company should also monitor the content that Will Be uploaded By users, and 
snack video should not Just allow film trailers to Be shown Without Permission. the 
research uses normative Legal research methods, With a statute approach and a conceptual 
approach. the type of Protection and Legal action, for the creator or copyright holder for 
the violation of showing film footage Without Permission, consists the Preventive and 
repressive Legal Protection. furthermore, the Legal remedy that the creator or copyright 
holder can take is through a subpoena. if the subpoena Does not Produce a satisfactory 
solution or if the Legal claims of the creator of the film Work of art are not fulfilled, 
the subpoena can Become a Legal Basis for filing a Lawsuit to the court against the 
violators.
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A. PendaHuluan

Dalam Perkembangan Zaman Pada Saat Ini Membuat Kemampuan Manusia Di 
Bidang Sosial, Ekonomi Dan Budaya Dalam Mengakses Teknologi Semakin Berkembang 
Dari Waktu Ke Waktu. Hal Ini Karena Semakin Mudahnya Mendapatkan Hal Di Era 
Modern Salah Satunya Teknologi.

Teknologi Merupakan Sumber Dari Intelektual Manusia Yang Menciptakan Suatu 
Karya. Mudahnya Mengakses Segala Sesuatu Di Bidang Teknologi Membuat Semakin 
Mudahnya Penyalahgunaan Oleh Orang-Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab. Oleh 
Karena Itu Diperlukan Hak Cipta Terhadap Kekayaan Intelektual Untuk Melindungi 
Karya Karya Yang Disalahgunakan. Kemajuan Teknologi Yang Pesat Membuat Ruang 
Kreativitas Digital Semakin Luas. Kemajuan Teknologi Ini Tidak Jauh Dengan Internet 
Yang Kita Gunakan Sehari-Hari, Karena Selain Memberikan Manfaat Dan Kontribusi 
Bagi Kesejahteraan Peradaban Manusia, Juga Menjadi Sarana Efektif Terciptanya Suatu 
Perbuatan Melawan Hukum.1

Hak Kekayaan Intelektual Yang Selanjutnya Disingkat Hki Merupakan Abstraksi 
Yang Dapat Dimiliki, Dialihkan, Dibeli, Maupun Dijual. Adapun Kekayaan Intelektual 
Merupakan Kekayaan Atas Segala Hasil Produksi Kecerdasan Daya Pikir Seperti 
Teknologi, Pengetahuan, Seni, Sastra, Lagu, Karya Tulis Dan Lainnya. Hak Kekayaan 
Intelektual Merupakan Hak-Hak (Wewenang/Kekuasaan) Untuk Berbuat Sesuatu 
Atas Kekayaan Intelektual Tersebut, Yang Diatur Oleh Norma-Norma Atau Hukum-
Hukum Yang Berlaku.2

Adapun Hak Kekayaan Intelektual Merupakan Hak Yang Diberikan Kepada Orang- 
Orang Atas Hasil Dari Buah Pikir Mereka. Biasanya Hak Ekslusif Tersebut Diberikan 
Atas Penggunaan Dari Hasil Buah Pikiran Si Pencipta Dalam Kurun Waktu Tertentu.3 
Menurut Wipo (World intellectual Property organization) Badan Dunia Dibawah Pbb 
Untuk Isu Hak Kekayaan Intelektual Dibagi Menjadi Dua Yaitu Hak Kekayaan Industri 
Dan Hak Cipta.

Membahas Tentang Hak Cipta, Perkembangan Film Di Indonesia Semakin Maju Dan 
Berkembang, Hal Ini Di Dukung Dengan Banyaknya Produksi Film Yang Menciptakan 
Karya. Salah Satunya Yaitu Web Series (Film Berlanjut) Yang Semakin Banyak 
Peminatnya. Web Series Sebagai Film Berlanjut Dibuat Dalam Beberapa Episode Yang 
Bisa Dinikmati Dimana Dan Kapan Saja Melalui smartphone, Hal Ini Sangat Cocok 
Sekali Dengan Perkembangan Zaman Di Era Modern Yang Semuanya Serba Instant Ini. 
Penayangan Film Ini Bisa Melalui Berbagai Macam Distribusi Platform Streaming Legal 
Seperti netflix, Wetv, Disney+hostar, iflix Dan Layanan Streaming Lainnya Yang Bisa 
Diakses Secara Gratis Ataupun Berbayar.4

Perkembangan Teknologi Membuat Terjadinya Penayangan Cuplikan Film Tanpa 
Izin Dengan Memanfaatkan Aplikasi-Aplikasi Yang Sudah Banyak Digunakan, Salah 
Satunya Adalah Aplikasi snackvideo. snackvideo Adalah Sebuah Aplikasi Jejaring 
Sosial Dan Platform Video Musik Dimana Pengguna Bisa Membuat, Mengedit, 
Dan Berbagi Klip Video Pendek Lengkap Dengan Filter Dan Disertai Musik Sebagai 
Pendukung.

1  Fitri Handayani, 2023, (Perlindugan Pemegang hak cipta terhadap Pembajakan sinematografi 
yang di akses pada aplikasi faceebook), Universitas Mataram.

2  Adrian Sutedi, 2009, hak atas kekayaan intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.
3  Abdul Atsar, 2018, mengenal Lebih Dekat hak kekayaan intelektual, Deepublish, Yogyakarta.
4  R. Astuti & Marpaung D., 2021, Perlindungan hukum Pemilik hak cipta Pembajakan karya 

sinematografi Dalam grup chat Pada aplikasi telegram. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 7.
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Dengan Terjadinya Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Ini, royalty Atau 
Keuntungan Yang Menjadi Hak Dari Pemilik Hak Cipta Tidak Bisa Didapatkan. Karya 
Seni Sinematografi Atau Film Ini Diciptakan Oleh Sang Pemegang Hak Cipta Yang 
Berhak Mendapatkan Hak Ekonomi, Dengan Hak Ekonomi Yang Dipunya, Pencipta 
Bisa Memmperoleh Keuntungan-Keuntungan Ekonomi Yang Perlu Di Lindungi. Oleh 
Karena Itu Tujuan Perlindungan Karya Seni Sinematografi Atau Fim Ini Ialah Untuk 
Mencegah Pihak-Pihak Yang Dengan Sengaja Mengunggah Cuplikan Film Tanpa Izin 
Dan Secara Tidak Sah Untuk Memperoleh Keuntungan.

Sering Terjadinya Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di snackvideo Yang 
Dilakukan Akun-Akun Tidak Bertaggung Jawab Pada Media Sosial Ini Masih Kurang 
Diperhatikan Oleh Masyarakat Indonesia. Kurang Kuatnya Aturan Hukum Yang 
Berlaku Membuat Masyarakat Tidak Takut Ataupun Jera Dengan Tindakan Pelanggaran 
Hak Cipta Sebuah Karya Film. Hal Ini Juga Dikarenakan Kesadaran Dari Dalam Diri 
Sendiri Untuk Menghargai Karya Cipta Yang Masih Rendah Yang Dengan Secara Sadar 
Dan Sengaja Menyebarluaskan Karya Film Tanpa Izin Dan Cuma-Cuma Di Aplikasi 
snackvideo.

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Menganalisis Dan Meneliti Perlindungan 
Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Dalam Kegiatan Menonton Cuplikan Film Tanpa 
Izin Di snackvideo. Dan Untuk Menganalisis Proses Upaya Hukum Yang Dapat 
Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta Dalam Kegiatan Menonton Cuplikan Film Tanpa 
Izin Di snackvideo. Jenis Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini, Yaitu Jenis 
Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif Adalah Proses Penelitian 
Untuk Meneliti Dan Mengkaji Tentang Hukum Sebagai Norma, Aturan, Asas Hukum, 
Prinsip Hukum, Doktrin Hukum, Teori Hukum Dan Kepustakaan Lainnya Untuk 
Menjawab Permasalahan Hukum Yang Diteliti. Pendekatan Yang Digunakan Dalam 
Penelitian Ini Adalah Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) Dan 
Pendekatan Konseptual (conseptual approach).

B. PembaHasan

1. Perlindungan Hukum Pemegang Hak cipta Film dalam kegiatan Penayangan 
cuplikan Film Tanpa izin di Snackvideo berdasarkan Hukum Positif di indone-
sia.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Memiliki Konsep Yaitu Mengikuti Filosofi 
Berdasarkan Teori Hukum Alam. Dan Teori Hukum Alamtentang Hak Cipta Muncul 
Karena Adanya Hak Alamiah, Oleh Karena Itu Perlindungan Hukum Terhadap Hak 
Cipta Secara Tidak Sengaja Muncul Bebarengan Dengan Karya Ciptaan Yang Telah 
Selesai.5

Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di snackvideo Sendiri Termasuk Tindakan 
Pembajakan Karena Penayangan Tersebut Tidak Memiliki Izin Dari Pencipta Dan Hal 
Tersebut Dilakukan Untuk Mendapatkan Keuntungan Ekonomi, Dengan Melakukan 
Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di snackvideo Bukan Hanya Untuk Mendapatkan 
Pengikut Atau Suka Saja, Namun Di snackvideo Sendiri Kita Bisa Saling Berbagi 
Konten Video Yang Melanggar Hak Cipta Tersebut Dan Bahkan Terkadang Para 
Pemilik Akun snackvideo Tersebut Dengan Mudah Menuruti Keinginan Para Pengguna 
snackvideo Untuk Terus Menerus Mengunggah Cuplikan Film Tersebut. Para Oknum 

5  Harjowidigdo, R. 1998, mengenal hak cipta indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 35
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Tersebut Masih Banyak Yang Belum Mengerti Mengenai Syarat Dan Ketentuan Dalam 
Menggunakan Aplikasi snackvideo.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dimaksudkan Untuk Mendorong 
Individu-Individu Di Dalam Masyarakat Yang Memiliki Kemampuan Intelektual Dan 
Kreativitas Agar Lebih Bersemangat Menciptakan Sebanyak Mungkin Karya Cipta Yang 
Berguna Bagi Kemajuan Bangsa.6

Adanya Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Tujuannya Guna Mencegah 
Pihak Lain Untuk Memanfaatkan Suatu Karya Cipta Dari Seorang Pencipta Karya 
Tersebut Baik Secara Sah Atau Tindakan Yang Memiliki Tujuan Komersial. Suatu 
Tindakan Yang Memiliki Tujuan Komersial Dapat Memberi Dampak Negatif

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Angka 13 Yang Dimaksud Dengan Karya Sinematografi 
Adalah Ciptaan Yang Berupa Gambar Bergerak (moving images) Antara Lain Film 
Dokumenter, Film Iklan, Reportase Atau Film Cerita Yang Dibuat Dengan Skenario, 
Dan Film Kartun. Karya Sinematografi Dapat Dibuat Dalam Pita Seluloid, Pita Video, 
Piringan Video, Cakram Optik Dan/Atau Media Lain Yang Memungkinkan Untuk 
Dipertunjukkan Di Bioskop, Layar Lebar, Televisi, Atau Media Lainnya.

Berdasarkan Definisi Di Atas, Maka Film Dan Drama Termasuk Ke Dalam Karya 
Sinematografi Yang Dilindungi Oleh Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta Atas Karya 
Sinematografi Berlaku Selama 50 Tahun Sejak Pertama Kali Dilakukan Pengumuman.

Tindakan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Pelaku 
Tersebut Dapat Merugikan Pencipta Dalam Segi Ekonominya. Serta, Hak Moral Dan 
Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Hanya Dapat Berpindah Apabila Hak Cipta Sudah 
Dibeli Oleh Orang Lain Dan Hak Cipta Itu Pun Berpindah Kepada Pemegang Hak Cipta 
Secara Otomatis. Kemudian Dalam Hal Ini Pencipta Maupun Pemegang Hak Cipta 
Dapat Mengupayakan Perlindungan Hukum Yang Timbul Dari Perbuatan Hukum 
Terkait Pembajakan Di Aplikasi snackvideo tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi Dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen 
Elektronik Yang Disusun Menjadi Suatu Karya Intelektual Apa Saja, Harus Dilindungi 
Oleh Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual Karena 
Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Memiliki Nilai Ekonomis Bagi 
Penciptanya.

Akibat Yang Dapat Diperoleh Dari Pihak snackvideo Apabila Tetap Menayangkan 
Cuplikan Film Tanpa Izin Atau Secara Ilegal Maka Bisa Mendapatkan Sanksi Sesuai 
Dalam Pasal 100 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 
Tahun 2019 Tentang Penyelengaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Sanksi Tersebut Dapat Dijalankan Apabila Pihak snackvideo Melakukan Pelanggaran 
Dengan Tetap Menayangkan Cuplikan Film Tanpa Izin Yang Mengandung Unsur 
Ekonomi Karena Sudah Jelas Hal Tersebut Melanggar Ketentuan Perundang-
Undangan, Akibatnya Yaitu Pemegang Hak Cipta Bisa Melakukan Upaya Hukum 
Keberatan Hal Tersebut Dilakukan Ada Atau Tidak Adanya Tujuan Komersial Tetap 
Dianggap Bersalah Karena Bagaimanapun Yang Dapat Melakukan Penggandaan Adalah 
Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta.

Pihak snackvideo Tetap Harus Bertanggung Jawab Atas Perannya Dalam Penayangan 
Cuplikan Film Tanpa Izin Tersebut, Karena Sejatinya Dengan Upaya Kontrol Dan 
Pengawasan Terhadap Konten Yang Diunggah Dalam Aplikasi snackvideo, Penyedia 
Aplikasi Dapat Mengetahui Kecenderungan Pelanggaran Yang Terjadi.

6  Iswi Hariyani. 2010. Prosedur mengurus haki yang Benar. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.   
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Dengan Demikian, Perlunya Pembebanan Tanggung Jawab Kepada Pihak snackvideo 
Karena Telah Lalai Dalam Mengawasi Para Pengunggah Yang Secara Bebas Menayangkan 
Cuplikan Film Tanpa Izin. Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi snackvideo Tetap Harus 
Diatur Lebih Lanjut Untuk Menuntut Kehati-Hatian Dari Penyedia Aplikasi Terhadap 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Yang Dikelolanya Sebagai Bentuk Itikad Baik 
Untuk Menjaga Pengelolaan Aplikasi snackvideo Dari Perbuatan Pelanggaran. Hal 
Ini Dilandasi Atas Penerapan Asas Kehati-Hatian Dan Asas Itikad Baik Sebagaimana 
Dikehendaki Dalam Tujuan Dilaksanakannya Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Dan Transaksi Elektronik Sesuai Dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berkaitan Dengan Hal Tersebut, 
Perlunya Turut Serta Pengawasan Pemerintah Khususnya Kementerian Komunikasi 
Dan Informatika (Kominfo) Dalam Mengawasi Jalannya Penayangan Cuplikan Film 
Tanpa Izin Di snackvideo.

2. upaya Hukum Pemegang Hak cipta Penayangan cuplikan Film Tanpa izin di 
Snackvideo.

Upaya Hukum Merupakan Tindakan Atau Upaya Yang Oleh Undang-Undang 
(Hukum) Diberikan Berupa Hak Kepada Para Pihak Untuk Melawan Putusan Hakim. 
Upaya Hukum Diartikan Pula Sebagai Upaya Secara Hukum Yang Da Pat Dilakukan 
Oleh Pihak-Pihak Baik Perorangan Atau Badan Yang Merasa Tidak Puas Terhadap 
Putusan Hakim. Upaya Hukum Bertujuan Untuk Memberikan Keadilan Yang Seadil-
Adilnya Kepada Para Pihak Yang Berperkara, Dengan Tetap Melindungi Kepentingan 
Antar Pihak.7

Dalam Hal Ini, Penulis Menerangkan Upaya Hukum Yang Dapat Pencipta Lakukan 
Dalam Melindungi Karya Ciptanya Yaitu Dengan Cara Melakukan Somasi, Jika Somasi 
Tidak Menghasilkan Solusi Yang Memuaskan Atau Jika Tuntutan Pencipta Karya 
Seni Film Tidak Dipenuhi, Somasi Tersebut Dapat Menjadi Dasar Hukum Untuk 
Mengajukan Gugatan Terhadap Pihak Yang Terlibat Memutuskan Untuk Mengajukan 
Gugatan Di Pengadilan.

Upaya Yang Bisa Dilakukan Sebelum Gugatan Di Jalur Pengadilan Atau Non-Litigasi 
Terlebih Dahulu Bisa Melalui Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase, Sedangkan 
Jalur Litigasi Atau Pengadilan Hanya Dapat Di Tempuh Apabila Upaya Melalui Jalur 
Non-Litigasi Tidak Berhasil Oleh Salah Satu Pihak Yang Bersengketa. Jalur Litigasi 
Ini Terdiri Dari Dua Yaitu, Gugatan Secara Perdata Dan Gugatan Secara Pidana. Jika 
Tujuan Pencipta Adalah Mendapatkan Kompensasi Berupa Penggantian Biaya Dari 
Karya Yang Dilanggar Maka Pencipta Dapat Menempuh Jalur Perdata. Dalam Hal Para 
Pihak Memilih Jalur Perdata Maka Pengadilan Yang Berwenang Memeriksa Adalah 
Pengadilan Niaga. Penyelesaian Sengketa Secara Perdata Ini Dapat Diajukan Oleh 
Pemegang Hak Ciptanya Kepada Pengadilan Niaga Berupa Permohonan Gugatan Ganti 
Rugi Sejumlah Uang Tertentu Yang Perhitungannya Dengan Sendirinya Harus Masuk 
Akal Dan Dapat Dipertanggung Jawabkan.

Pada Jalur Pidana, Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Menegaskan Bahwa Tindak 
Pidana Terhadap Hak Cipta Merupakan Delik Aduan. Artinya Hanya Pencipta/
Pemegang Hak Cipta Atau Ahli Warisnya Saja Yang Berhak Untuk Melaporkan Adanya 
Pelanggaran Terhadap Sebuah Karya Cipta Yang Terjadi Di snackvideo. Pengaturan 
Delik Aduan Pada Undang-Undang Hak Cipta Ini Mempersempit Ruang Gerak 

7  Ilham Fariduz Zaman, upaya hukum, https://pinterhukum.or.id/upaya-hukum/ Diakses pada 
tanggal 27 Februari 2024

https://pinterhukum.or.id/upaya-hukum/%20
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Hukum, Karena Delik Aduan Baru Dapat Diproses Ketika Korban Membuat Laporan 
Atas Tindakan Pelanggaran Hak Cipta. Hal Ini Tentunya Sangat Merugikan Dalam 
Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Pencipta. Kondisi Masyarakat Indonesia Saat 
Ini Masih Terbiasa Dan Bahkan Menganggap Wajar Tindakan Penayangan Cuplikan 
Film Tanpa Izin Dan Justru Aparat Penegak Hukum Diwajibkan Menunggu Aduan 
Dari Pihak Yang Dirugikan Untuk Dapat Memproses Tindakan Pelanggaran Tersebut.

Berdasarkan Ketentuan Tersebut, Penyelesaian Sengketa Atas Tindakan Penayangan 
Cuplikan Film Tanpa Izin Di snackvideo Dapat Dilakukan Melalui 2 Jalur Yaitu Melalui 
Jalur Non-Litigasi Dan Litigasi. Dalam Hal Ganti Rugi Dapat Melalui Jalur Non Litigasi 
Seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa Atau Arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Ini Adalah Proses Penyelesaian Sengketa 
Yang Dilakukan Melalui Jalur Mediasi, Negosiasi Atau Konsiliasi. Penyelesaian 
Sengketa Secara Litigasi Yakni Pencipta Dapat Mengajukan Gugatan Perdata Dalam 
Hal Permohonan Ganti Rugi Melalui Pengadilan Niaga, Dan Dalam Kasus Pidana 
Pelanggaran Hak Cipta Dapat Diproses Berdasarkan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku, 
Dan Pengadilan Yang Berwenang Dalam Hal Ini Adalah Pengadilan Negeri.

C. kesimPulan

Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film Pada Penayangan Cuplikan Film 
Tanpa Izin Di Aplikasi snackvideo Menurut Hukum Positif Di Indonesia Adalah 
Memberikan Hak Ekslusif Atas Suatu Ciptaanya Yaitu Berupa Hak Ekonomi Dan Hak 
Moral Yang Tertulis Di Dalam Pasal 2 Dan Pasal 24 Undang- Undang No.28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta Dan Kegiatan Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di Aplikasi 
snackvideo Jelas Sudah Melanggar Hak Ekslusif Tersebut Dan Hal Ini Didukung Oleh 
Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan Dan Tidak Sesuai Fungsi. Dalam Pasal 80 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Juga Menjelaskan Bahwa 
Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Mempertunjukan Kepada Khalayak Umum Film 
Tanpa Izin Akan Dipidana Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan, Sedangkan 
Jika Di Tinjau Dari Ketentuan Hak Cipta Pasal 32 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Tindakan 
Dalam Ayat Ini Merupakan Bentuk Dari Tindakan Penggandaan Tanpa Izin Pencipta 
Atau Pemegang Hak Cipta, Hal Ini Merupakan Pelanggaran Yang Termasuk Dalam Pasal 
9 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Hak Cipta, Sedangkan Dalam Pasal 5 Ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Informasi Dan 
Transaksi Elektronik Menjelaskan Bahwa Dalam Hal Ini Penayangan Cuplikan Film 
Tanpa Izin Di snackvideo Termasuk Di Dalam Kegiatan Dilarang Sesuai Undang-Undang 
Dan Akibat Yang Akan Diperoleh Jika Tetap Menyangkan Cuplikan Film Tanpa Izin 
Bisa Di Kenakan Sanksi Sesuai Ketentuan Dalam Pasal 100 Ayat Dan (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Informasi Dan Transaksi 
Elektronik, Sanksi Tersebut Dapat Dijalankan Apabila Melakukan Pelanggaran Yang 
Mengandung Unsur Ekonomi Karena Sudah Jelas Hal Tersebut Melanggar Ketentuan 
Perundang-Undangan, Hal Ini Juga Tetap Dianggap Bersalah Ada Atau Tidak Adanya 
Tujuan Komersial Karena Bagaimanapun Yang Dapat Melakukan Penggandaan Adalah 
Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta.

paya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Terkait Atas 
Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di Aplikasi snackvideo Adalah Dengan 
Melakukan Upaya Hukum Melalui Somasi, Jika Somasi Tidak Menghasilkan Solusi 
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Yang Memuaskan Atau Jika Permohonan Pencipta Karya Seni Film Tidak Dipenuhi, 
Somasi Tersebut Dapat Menjadi Dasar Hukum Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap 
Pihak Yang Terlibat. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Melalui 2 (Dua) Jalur 
Yaitu Melalui Jalur Non-Litigasi Dan Litigasi. Menurut Pasal 95 Undang-Undang Hak 
Cipta Upaya Non-Litigasi Dapat Dilakukan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
Arbitrase, Atau Pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Ini Adalah 
Proses Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Melalui Jalur Mediasi, Negosiasi 
Atau Konsiliasi. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Yakni Pencipta Dapat 
Mengajukan Gugatan Perdata Dalam Hal Permohonan Ganti Rugi Melalui Pengadilan 
Niaga, Dan Dalam Kasus Pidana Pelanggaran Hak Cipta Dapat Diproses Berdasarkan 
Hukum Acara Pidana Yang Berlaku, Dan Pengadilan Yang Berwenang Dalam Hal Ini 
Adalah Pengadilan Negeri.

Pemerintah Harus Memperbaiki Masalah Mengenai Hak Cipta Karya Seni, 
Karena Pelanggaran Bersifat Delik Aduan, Maka Penerapan Sanksi Harus Tepat Dan 
Memberatkan Dan Pemerintah Harus Memantau Dan Mengawasi Sosial Media Yang 
Ada Untuk Menemukan Kemungkinan Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni 
Terutama Sosial Media Berbasis Video. Pemerintah Juga Dapat Melakukan Sosialisasi 
Mengenai Hak Cipta Dan Seberapa Pentingnya Hak Cipta Kepada Seluruh Elemen 
Masyarakat, Mulai Dari Penegak Hukum Sampai Ke Masyarakat Awam Hal Ini Guna 
Hak Cipta Tidak Dipandang Sebelah Mata.

Pemerintah Dan Pengadilan Harus Lebih Responsif Dalam Menangani Kasus 
Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Karna Berpotensi Merugikan Pencipta, 
Masyarakat Yang Melihat Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di snackvideo Juga 
Harus me-report Video-Video Yang Berisi Penggandaan Film Dan Mensosialisasikan 
Kepada Sesama Masyarakat Agar Dapat Membantu Para Pekerja-Pekerja Film Untuk 
Mengurangi Semua Tindakan Illegal Terkait Penggandaan Film Pada Aplikasi 
snackvideo Dan Juga Dengan Cara Tidak Menonton Serta Membagikan Konten-Konten 
Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Pada Aplikasi snackvideo Maupun Di Berbagai 
Platform Sosial Media Lainnya, Melainkan Dengan Cara Menonton Film Ataupun 
Series Pada Aplikasi Legal Streaming Seperti netflix, Disney+ hotstar, viu, Dsb

daFTar PusTaka

1. buku

Abdul Atsar, 2018, mengenal Lebih Dekat hak kekayaan intelektual, Deepublish, 
Yogyakarta.

Adrian Sutedi, 2009, hak atas kekayaan intelektual, Sinar Grafika, Jakarta

Harjowidigdo, R. 1998, mengenal hak cipta indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 

Iswi Hariyani, 2010, Prosedur mengurus haki yang Benar. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 
Zainal Asikin, 2014, hukum Dagang, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta.

2. Jurnal dan karya Tulis ilmiah lainnya

Fitri Handayani, 2023, (Perlindugan Pemegang hak cipta terhadap Pembajakan 
sinematografi yang Di akses Pada aplikasi faceebook), Universitas Mataram.

R. Astuti & Marpaung D., 2021, Perlindungan hukum Pemilik hak cipta Pembajakan 
karya sinematografi Dalam grup chat Pada aplikasi telegram. Jurnal Kertha 
Semaya, Vol. 9, No. 7.



  Jurnal Commerce Law hlm,   

44

44~44

3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Ln Tahun 2014 
No. 266, Tln No.5599.

Indonesia, undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman, Ln Tahun 2009 
No. 141, Tln No.5060.

Indonesia, undang-undaang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi Dan transaksi 
elektronik, Tln Tahun No.5952

Indonesia, Peraturan Pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan sistem Dan transaksi elektronik, Ln Tahun 2016 No. 185, Ln 
Tahun 2019 No.251 Tahun Tln No.6400.

Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016

4. internet

Ilham Fariduz Zaman, upaya hukum, Https://Pinterhukum.or.id/Upaya-Hukum/ 
Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2024

https://pinterhukum.or.id/upaya-hukum/

